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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa sangat penting bagi pemerintah, sehingga
Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dengan pertimbangan
bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan
kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau

dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan public

Menurut Pasal 1 Perpres tersebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan
untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan 5 untuk memperoleh
Barang/Jasa. Ada sejumlah metode yang menurut Perpres 04 tahun 2015
yang boleh dipergunakan, yakni: metode lelang, metode pemilihan langsung,
metode penunjukan langsung, metode swakelola dan metode seleksi dengan

persaingan dan lain-lain.

Dalam perpres tersebut, juga dikenal beberapa tahapan yang harus dilalui
berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Ironisnya, dari semua tahapan
tersebut, semua tahapannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang

menyebabkan marak terjadinya korupsi disektor pengadaaan barang dan jasa.
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Proses pengadaan barang dan jasa dapat dideskripsikan sebagai
mekanisme saling menukar sumber daya kekuasaan dan uang. Untuk itu,
memandang korupsi pengadaan barang dan jasa tidak serta-merta hanya
dianggap sebagai gejala penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur
birokrasi belaka, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari memperoleh
sumber daya politik dan sumber daya ekonomi. Karena secara alamiah,

keinginan untuk tetap berkuasa ada pada diri setiap politikus.

Tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa melanggar
ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

menyebutkan :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut masih ada orang yang menyelewengkan
ketentuan pelaksanaan pengaddaan barang/jasa tersebut sebagaimana perkara
pidana No 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Pdg, dimana terdakwa inisial HR dan
JR telah melakukan suatu tindak pidana korupsi pengadaan senapan angin di
Dinas Pertatanian dan Kehutanan Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat.
Berawal dari tahun 2013 didalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Perubahan
(DPAP) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun

2013 pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Sawahlunto terdapat

kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Hama Penyakit Tanaman dengan
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pekerjaan Pengadaan Senapan Angin dengan Pagu anggaran Rp.
166.500.000,- (Seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yaitu
sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit senapan angin dengan harga satuannya
sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 09
Oktober 2013 pihak ULP Kota Sawahlunto menetapkan HR selaku direktur
Ccv ATHAYA sebagai pemenang Penyedia Barang/Jasa
KegiatanPengendalian dan Penanggulangan Hama Penyakit Tanaman dengan
pekerjaan Pengadaan Senapan Angin. Bahwa selanjutnya Terdakwa | HR
mengatakan kepada Terdakwa JR (sub kontrak pengadaan senapan angin)
harga permintaan untuk 1 (satu) unit Senapan Angin adalah sebesar Rp.
1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Il
menyetujuinya. Bahwa dana yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan
Kehutanan Sawahlunto Tahun 2013 adalah Rp. 116.782.175,00 (Seratus
Enam Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh
Lima Rupiah), namun dana yang digunakan oleh terdakwa | HR selaku
direktur CV. ATHAYA untuk kegiatan Penanggulangan Dan Pengendalian
Hama Penyakit Tanaman untuk Pekerjaan Pengadaan Senapan Angin pada
Dinas Pertanian dan Kehutanan Sawahlunto Tahun 2013 hanya sebesar
Rp.68.450.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah) dengan rincian, 1 (satu) unit senapan angin SANAJI Palsu tersebut
dihargai sebesar 1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah) dikali sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit senapan angin SANAJI
Palsu yang mengakibatkan diri terdakwa | HR dan Terdakwa Il JR atau

Orang lain yang diperkaya. Perbuatan kedua terdakwa tersebut telah
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merugikan negara sebesar Rp. 116.782.175,00 (seratus enam belas juta tujuh
ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Terdakwa
oleh Majelis Hakim dihukum melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 1
(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima
puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan.

Beranjak dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka penulis
terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait dengan korupsi
barang dan jasa tersebut dan membuat karya tulis ilmiah dengan judul:
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PENGADAAN BARANG DAN
JASA SENAPAN ANGIN DI SAWAHLUNTO (studi kasus putusan no

21/Pid-Sus-TPK/2018/PN-Pdg).
Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana
korupsi proyek pengadaan barang dan jasa senapan angin di Sawahlunto

pada Perkara Putusan Nomor 21/Pid-Sus-TPK/2018/PN-Pdg ?
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2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap
pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa senapan angin
pada Perkara Putusan Nomor 21/Pid-Sus-TPK/2018/PN-Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah

dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana
korupsi pengadaan barang dan jasa senapan angin di Sawahlunto pada
Perkara Putusan Nomor 21/Pid-Sus-TPK/2018/PN-Pdg.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan
putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan
jasa senapan angin pada Perkara  Putusan Nomor
21/Pid-Sus-TPK/2018/PN-Pdg.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini merupakan
penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data
sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan,

teori hukum, dan pendapat para sarjana.t

2. Sumber Data

! Bambang Sunggono, 2013. Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, him. 42.
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Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data sekunder

dimana data sekunder itu diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer.
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini

terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Perbaikan Kedua Atas
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah.

4) Putusan Perkara Nomor 21/Pid-Sus-TPK/2018/PN-Pdg.
b.  Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang
diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan
primer.? Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah

buku-buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya.

2 |bid, him. 6.
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c. Bahan Hukum Tersier.
Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk  mendapatkan data dalam  penelitian  ini,  penulis
memakai teknik pengumpulan data studi dokumen. Dalam melakukan
studi dokumen, peneliti akan membaca dan mempelajari bahan
kepustakaan berupa jurnal, buku/literatur yang berkaitan dengan

permasalahan yang akan diteliti.

4.  Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap
data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif
adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif
analitis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan
permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan

secara deskriptif dalam bentuk kalimat.®

3 Soerjono Soekanto, 2011. Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia,
Jakarta, hlm. 250.
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